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PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR 3.A TAHUN2020 TENTANGPENGHASILANTETAP, TUNJANGANDAN
PENERIMAANLAINYANGSAH KEPALADESA DAN PERANGKATDESA, DAN

TUNJANGANPIMPINANDANANGGOTABADANPERMUSYAWARATANDESA SERTA
INSENTIF LEMBAGAKEMASYARAKATANDESAjKELURAHAN

KABUPATENMUSI BANYUASIN
TAHUNANGGARAN2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaI 81 ayat (5)

dan 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka

perlu mengatur dan menetapkan besaran dan persentase

penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah

bagi KepaIa Desa dan Perangkat Desa;

b. bahwa untuk me1aksanakan ketentuan PasaI 57 ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

ten tang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu

menetapkan besaran tunjangan Badan Permusyawaratan

Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan

Penerimaan Lain Yang Sah KepaIa Desa dan Perangkat

Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-

Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam

lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun

2018 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Repub1ik

Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

7. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 110 Tahun 2016

ten tang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

Desa (Berita Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2018 Nomor

569);

9. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 20 Tahun 2018

ten tang Penge101aan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 43);

11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2016

ten tang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi

Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2016 Nomor 75);

12. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 ten tang Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Ke1urahan dan Lembaga Adat Desa

Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 87);

13. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penge101aan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi

Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2018 Nomor 88);
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Menetapkan

14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Cuti

Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 19);

15. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 ten tang Perubahan

ataS Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun

2020 tentang Tatacara Pengalokasian dan Pembagian

Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

(Berita daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 3.A TAHUN 2020 TENTANG TENTANG PENGHASILAN
TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN
MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3.A Tahun

2020 ten tang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan

Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3.A), diubah

sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD diberikan

terhitung sejak tanggal pelantikan;
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(2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang

diangkat sebelum tanggal 15 bulan berjalan diberikan

penghasilan penuh pada bulan yang berjalan;

(3) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang

diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, pemberian

penghasilan terhitung mulai bulan berikutnya;

(4) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang cuti

tetap diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin.

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2 September 2020

TARISDAERAH
TEN MUSI BANYUASIN,

BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2020 NOMOR 73
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